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PEMERINTAH KABUPATHN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 03 TAHUN 2OO9

TENTANG
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PENYUSUNAN PERATURAN DFSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAI.IG MAHA NSA

BUPATI MUKOMUKO.

: a. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintalr Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa, maka dipandang perlu memhentuk
Pedoman dan Mekanisme Penlr;3;;;6;i Peraturan Deia;

b. oahwa trerdasarkan pertimbangan seoaqatmana climaksud huruf a
di atas, dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri
l'lomor 29 Tahun 2006 tentang Pedonran Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabuoaten Mukomuko.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 f'.lomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3a9);

Undang-Undang Norrlor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 l'ahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repulrlik
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-
::--:---- -- t i-_--^. n T-,^,.^ ^a,-.: /t .. | - .. ti-.-- - r - , r 'rt
L': iug::'i : yu:l iu: .* l .=:iul l i'-.r:,,r..J \:-;i:::jdi ti : :Y5'J:i : l-.:iJllu::r.

!nclcnesia Tahun 2005 Nemc' 108. Tarrb,ahan l..ernb:ran Necatt
Republik Indonesia Nomor 4548);
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4' undang-Undang Nomor 33 Tahun 2a04 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerntanan Daerah(Lembaran Negara Repubrik rnoonesia i.nri'2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Repubrik lnoon"ri, Nomor a43g);

5. Peraturan pemerintah Nomor z2 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Repubrik rndonesia irnrn ioos Nomor 1sg,Tanbahsn Lei'n ba i.a n i.,i egaia F.ep u o ii i<, no o n uii r' f.r omor 4gs7) ;6 Peratiri'an Menie;-i t'aler-n i,Jeqer-i iiuirrur i5 Tahun 2006 tentangJenis dan Bentuk produk Huku'rn Daerah;
7. Peraturan M_enteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentangProsedur penyusunan produk llukum Daerah;
8. Peraturan Mentei'i 

.Dalam i,iegeri ilomor 17 Tahun 20c6 teiitarrgI gnbafgn !pnrrh Jrn ea':;- '{aerait.

Dengan persetujuan Bersama

DFWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUpATEN MUKoMUKo TENTANG pED.MAN
PEM BENTU K'AN DAN ME lGr'rls n,t i p iNYUS u NAr,r pEnaruRAN DEsA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2' Pemerintah Daerah adalah peme'intah rJaerah !(2!rrrnrrnn r,rrrL,.*,,r.^.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;

4' Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah y1lg selanjutnya disebirt DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerih Kabupaten Mut<omu[o;

5' 
fiiffixt;l adalah wilavah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupatei.r
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6. Camat adalah Kepala Kecamatan;

7, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
bc'-'ve;a;g :;n!-;.;';. n;eng;iUi' ij;, r rt'rvilgulus i(upenrjnEan maSyai-aXat SAt€rrrp?t,
berdasarkan asa!-usul dan adat istiadat setern:at v.;irc riicl.r:li dan;1;l;,-,r"iai; dii;:::
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

B. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalarn mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiacjat setempat yang cJiakui
dan dihormati dalarn sistem Pemeriniahan irlegara i(esaruan i<epubiik tnccnesl;

v. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desi
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BpD
bersama Kepala Desa;

r 12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh'a kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peiaturan Desa dan
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang
bersifat nrenetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan
Kepala Desa;

BAB II

AZAS

Pasal 2
Dalam membentuk peraturan Desa harus berdasarkan pada Asas Pembentukan peraturan
Perundangan-Undangan yang baik meliputi :

a. Kejelasan tujuan;
: b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

.. Kcsp9s131an antara.icnis den n:aiei'i inuai,;:
d. Dapat dilaksanakan:
e. Kedayagunaan dan kenasttgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g Keterbukaan.

Pasa! 3

Jenis peraturan perundang- undangan pada tingkat Desa rneliputi :

a. Peraturan Desa; dan
b. Peraturan Kepala Desa.
c. Keputusan Kepala Desa.

*_--.-.-J
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Pasal 4

('1)Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjahrararr lebih lanjr:t clari
keterttuan peraiurarr perundang-unclangan yang iebih iinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
adalah penjabaran pelaksanaan peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf c adaiah penjabaran pelaksanaan Peraturari Desa di:n i)enltrrran Kepala Desa
yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan De:;a tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
! - perundang - undangan yang lebih tinggi.V
z

BAB III

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6
Ranc:ngan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintahan Desa dan dapat berasal dari
usul inisiatif BPD.

Pasal 7
i1)Masyarakat beinaK mernDenKan masukan Daik secara tenuiis fitaupun iisan,ierhadap

''ancang.n 
Peiafuran Desa:

t (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari nrasyarakat sebagaimana dimaksud pada
< ayat (1), dapat di lakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa;

Pasal I
Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemeriniah Desa, dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama BPD.

PERDA Kab. Mt*ontuko TahmW



r

477 i::

{ ;

Pasal 10

i) Ratrcangail Perailirair Desa ientang Arrggararr Ferrciapaian oan uetanJa uesa,
Pungutan, dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BpD, sebelum di
tetapkan oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.

2) Hasii evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimarra cjimaksucj pacia ayat (1)
disampaikan oleh Bupati melalui Kepala Desa paling lama 2O (dua putuh) haii sejak
Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran penclapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat
menetaptan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan c1an Belanja
Desa (AP[] Desa) menjadi peraturan Desa,

Pasal 11

i Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 oapaidi delegasikan kepada Camat.

BAB IV

PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersari'ia oleh Kepala Desa dan BpD
Jisampalka,l oieh i;np;;a;r rji-D kep,ada l(ypai.r Desa unruk oirerapxan mentadr
Peraturan Desa.

2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ianggai
Dersetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalan': jang<a rvaktu palino lambat 30
(tiga puluh) hari sejak di terimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu Penetapan pelaksanaan.
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Pasal 15

peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.

peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak boleh berlaku surut.

BAB V
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 16

peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai

bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 17
peraturan Desa oan peraiuran pelaKsanaannya wajiu uiseoar iuaskan kepada rir?sliiskat
oleh Pemerintah Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENU I UP

Pasal 18

Teknik penyusunan peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

adalah sebigaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanjannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Mukomuko'

:
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Pasal 20

Ketentuan pasal 10 dan pasal 1'1 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai

dengan kemampuan dan kondisi Daerah, dan diatur khusus di dalam Peraturan Daerah .

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

OJngan penempafannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko'

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Tebtufft ZOos

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 Tebtuali 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

lr. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. lNlP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MTJKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 103
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